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BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PINGGIR HUTAN AGRIBIS LESTARI

TAHUN 2016 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui

pendekatan pembangunan partisipatif, yang meliputi
antara lain pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan
ekonomi:

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5)b.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan
oleh Bupati / Walikota sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hhuruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan Pinggir Hutan Agribis Lestari Tahun 2016-2020:

Mengingat ...
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495),

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

5.

Nomor ...
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694):

9.

10. Peraturan ...
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10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum,

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010
Nomor4 ),4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011
Nomor 11),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PINGGIR HUTAN AGRIBIS LESTARI
TAHUN 2016-2020.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

4.

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

5.

masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang
ditetapkan oleh Bupati.

7.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah
kabupaten Kutai Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8.

9. Rencana....
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9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.9

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana

pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

12. Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang membidangi
urusan perencanaan pembangunan daerah.

14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang
selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri
dari unsur perangkat daerah dan unsur Pemerintah Desa
dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.

15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan
pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari

perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.
16. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan

adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PINGGIR HUTAN AGRIBIS LESTARI

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pinggir Hutan

Agribis ...
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Agribis Lestari Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020,
yang selanjutnya disingkat RPKP, memuat visi, misi, dan

prioritas program pembangunan yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan kawasan perdesaan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rincian visi, misi, dan prioritas pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang memuat:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Analisis Kondisi Kawasan Perdesaan
Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis
Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI : Program, Kegiatan, Indikator Capaian dan

Pendanaan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,

H.IS ANDAR


